FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS

SERIPS]

STUDI BELANJA MODAL, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SUMATERA BARAT

Qleh

VANI CHRISTALIA PUTRI
06 951 016

Mahasiswa Program S-1

Jum=zan Ilmu Ekonomi

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat — Syarat
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi
2011

e i



| MocAlomni Universitas | VANICHRISTALIA PUTR! | No.Alumni Fakolrzs

BIODATA

al TempatTgl lzhir: Padang, 20 Seplember 1988 by Nama Orang Tua: lsral o)
Fakultas: Ekonomi b Jurgsan: Himu Ekonomi eh. Mo, Bp: @6 951 016 ), Tal Lulws: 2
Februari 2000 g1 Prediknt Lulus: Sangat Memuaskan b 1PK- 337 il Lama Snli 4
tafien & balan i Alzmar Oeang Tuac I Gajah Mada Sk 1578, Gunung Pangilun,
Facang
Studi Belanja Maodal, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Dacrah
Di Sumatera Barat
Shpipei 81 el Viend Cliriseadia Prtei Poembimbing: Drs, Zufkarmoing Ras, Moxi

ABSTRAK

Penefitian ini bertwjuan untuk mengetahii hubungan belanja modal dan pertumbuhan
chonomi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi Sumaters Baral
Belanja modal merupakan belanjapemda vang manfaatnva imelehibi salu anggaran, sepert|
belanja vane digunakan untuk perbaikan jalon, pembangunan sarana dan prasarana public.
Dengan pemanizatan belanja medal vang tepm dan efektif akan berdampak pada
pertumbuhan ekonomi serta pendapatan asli daerah. Penellian ini dilakukan pada
Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat selama tabun 2000-2008, Metode analisis
vang digunakan wdalah analisis regresi lintear berganda dan mengpunakan uji-t dengan
tarat signifikanst o = 3%, uji model, serta uji Determinasi. dengan mengeunakan program
sl Hasil penelitian menunjukkan belanja modal berhubungan negative  terhadap
pendapatan ashi dagrah din pertumbuhan ekonomi berpengaruh  positf terhadap
pendapatan asli daerah. Belanja modal dan pertumbuban ekonomi sceara serempak
mempengarohi pendapatan asli daerah sebesar 91.7%.  Hasil penelitian i diharapkan
bisi dijadikan acuan bagh pemerintah daerab Khususnyva pemda di Sumaters Barat dalam
meningkatkan kinerja pemdanaan bagi investor, yang nantinva hisa dijadikan sehagai
pertimbangan umuk melakukon investasi, serta bagi penelit selanjulnyva dapat digunzkan
sebiapal refercnst untuk penelitian mengenm belunja modal, pertumbuhan ekonomi. dan
pendapatan asli daerab
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BARI

PENDAHULUAN

L1, Latar Belakang Masalah

Pengelolaan (manajemen} pemerintah dacrah mengalami perubhahan vang
sangal berarti sejalan dengan diimplementasikannya otenomi daerah, Undang-undang
Mo 22 Tahun 1999 entang Pemerimtaban Daerah dan Undang-undang Na. 25 Tahun
199% rentang Perimbangan Kevangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah
memberikan arti penting bagi svstem pemerimahan pusat dan daerah, serta sistem
hubungan kevangan antara pemerintah pusat dan daerah. (Undang-undang tersebut
memudian disempurnakan kembali dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan
Undang-undang Nomor 33 Tahun Z004). Kedua ketentsan  perundangan  ini
memberikan kesempatan vang sangat luas kepada pemerintab doerah, baik dalam
penggalian mavpun optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi vang dimiliki.

Otonom: daerah disate sisi memberikan kewenangan vang luas Kepada

pemerintah dagerah, namun disisi lain memberikan implikasi nggung jawab yang
lebin besar bagi pemerimah daersh  dalam upayva  peningkatan  kesejahreraan
masyarakat. Kamandirian untuk mengelola dan mengatur rumah tangga sendiri akan
terwujudd dengan baik apabila terdapat dukungan (partisipasiy publik (Adi,2007). Hal
int relatit akan dapat werwujud bila tevjadi proses dstribusi. baik pada kebutuhan
masyvarakit maupun  perclehon serta pembagian pendapatan uniuk  daerah dan

mﬂﬁ:t'ﬂl'iikElL FeCarg merdala,




Dalam era desentralisasi fiskal diherapkan terjadinva peningkatan pelayvanan
diberbagat sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini dikarapkan
dapat. menmgkakan deva tarik bagi investor uniuk membuka usaha di daersh.
Hargpan ini tentu saja dapar lerwajud spabila ada upava serivs (pemerintzh) dengan
memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinyva, pemerintah
perlu untuk memberikan alokasi belanja vang lebib besar untuk tujuan ini.
Desentralisast Niskal disatu sisi memberikan kewenangan vang lebib besar dalam
penizelolzan daerah. tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenskan
tingkat kesiapan fiscal daerah vang berbeda-beda.

Dalam upava pencapaian kemandirian dagzrah, pemerintah daerah  harus
berupaya untuk meningkatkan mute pelavanan publik dalam berbagai sekior vang
merpatensi untuk dikembangken menjadi sumber PAD. Tuntwtan wntuk mengubah
struktur belanja memjadi semakin kuat, Khususnya pada daerah — daerah yang
mengalami  kapesitas fiscal rendah (Halim, 2001). Dalam upayva peningkatan
kemandirian daerah pemerintah daerab juga dituntn untuk mengoptimalkan potensi
pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja medal vang
lehih besar untuk pembagunan pada sekior — sekior yang produktif di daerah.

Pergeseran  komposisi belanja merupakan upava logis  yane dilakukan
pemerintzhan  dacrah  (pemda) setempat dalam  rangka  meningkatkan  tingkat
cepercayoan publik. Pergeseran ind ditunjukan untuk meningkatkan investasi modal,
Semakin tinggil tingkal investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas
vanan publik dan pada gilizannya mampu meningkatkan  tingkat  partisipasi

(kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanys peningkatan



BAR VI

PENUTIP

.1 hesimpulan

Canoimi daerab menuntut kemandirizn pemerintah daerah dalam mengelala
dan mengawr rumah tangeanya sendicl. Dalam pelaksanasn otonomi daeral
dilakukan desentralisast fiskal yang memberikan kebehasan kepada dasrah olonom
untuk lebih leluasa mengelola sumber ekonomi dan potensi daerah vang ada di daerah
masing-masing. Berdasarkan hasil sidi empiris, belanjs modal  berhubungan
terhadap pendapatan asli dzerah di Sumatera Barat, Belanjz modal dan pendapatan
asli dierah berbubungan negatif karena jika belanja modal naik sebesar 1%, maks
akan berdampak pada penurunan pendapatan asli dacrah sebesar 0.33%, Hasil studi
cmpiris dalam penelitian ini, berbeda dengan vang pernab dilakukan sebelumnya.

Suary daerah yang pertumbuhan ekonaminya positif, akan berdampak pada
kenathan pendapatan ashi doerab. Dari hasil studi empiris, diperoleh hubungan yang
positif antara perlumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli deerah, Hal ini berarti
Jika perrumbuhan ekonomi naik sebesar 1%, maka akan berdampak pada kenaikan
pendapatan ash dacrah sehesar 4. 83%,.

Jika belanja medal vang dikeluarkan sejalan denpan pertumbuban ekonomi,
maka akan menghasilkan hubungan yang positif terhadap pendapatan asli daseah,

Hasil studi empiris membuktikan belama modal dan pertumbuban ekonomi secara

serempak mempengarubi pendapatan asli daerah sebesar %1, 7%.
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